
l. Undang-Lndang Nomor 13 Tahun 1 ~ '"0 ten tang Pernbenrukan 
Daerah-daerah Kabupaten Oalam Lingkungan Propinsi Dja va 
Tengah (Rerita Negarn Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Lndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lem baron Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 4286), 

3. Undang-Lridang Norr.or T·1hun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan 
Keuangan Anlara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran l\egara Republik ndoncsia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438), 

BUPATI CIL/\CAP, 

a. bahwa dalnm rangka menstlmulus rnasyarakat m.skin di 
Kabupate-i Cuacap untuk meningkatkan daya beh rcrhadap 
bahan kebutuhan pokok, make pcrlu rneluksanakan 
pengurangan harga di bawah harga pasar dengan rncmberikan 
bantuan dalam bentuk subs-di yang bersurnber dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap mela'i., 
kegiatan pasar murah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
dalam hi.ruf a, perlu menciapkan Peraruran Bupati Cilacap 
tentang Penyclenggaraan Pasar Murah; 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG tllAIIA ESA 

PENYELENGGARAAN PASAR ML,N\11 

BUPATI Cll,ACAP 
PROVINSI JAWA T'.!:NGAH 

PERATURAN BUPATI Cll,ACAP 
NOMOR 13 8 TAHUN 2017 

TENT ANG 

• 

Mcnimba 
• 
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Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dcngan : 

I. Daeruh adalah Kabupaten Cilacap. 

2. Pemc+mah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pcnyelenggara 
perm +ntahan daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pernermtahan 
yang menjadi kewenangan dacrah otonom. 

3. Bupau adalah Bupati Cilacap. 

4. Perar.gkat Daerah adalah unsur pernbantu kepala daerah dan DPRD dalam 
peny, lenggaraan Urusan Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belarua Daerah Kabupaten Cilacap. 

Pasal I 

BAB I 

KETENTUAN UMUM • 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR 
MURAH. 

Menetapkan 

5. Undang-Undang Nomor 23 T1hun 2014 tentang Pernerintahnn 
Daerah [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbarnn Negara Rcpubltk Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang l\omor 9 Tahun 2015 teruang 
Perubahan Kcdua Aias Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Perneriruahan Dacrah (Lembaran Negara Republie 
Indonesia Tahun 2015 Namer 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 ientang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lernbaran Daerah 
Kabupaten Cilacap 134); 

8. Peraturan Daerah Kabupatcn Cilacap Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun Anggaran 2017 (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun 2016 Nomor 12); 

• 
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(1) Pasar Murah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama 
antara Pemerintah Dae-rah dengan badan usaha dalam bentuk Pasar Murah 
atau Operasi Pasa.r Murah dengan rncmbenruk panitia penyclenggara yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 3 

BAB Ill 

PENYELENGGARAAN PASAR MURAH 

(I) Maksud ditetapkannya Pera tu ran Bupati ini scbagai landasan hukurn bagi 
Pcmerintah Daerah daJam melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Opcrasi 
Pasar Murah. 

(2) Tujuan · Peraruran Bupati ini mernbantu masyarakat berpenghasilan rendah 
dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu 
komoditas dengan memberikan subsidi harga dan subsidi bahan kebutuhan 
pokok. 

Pasal 2 

BAB LI 

MAKSUD DAN TUJUAN 

6. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilalcukan oleh Perncrintah Daerah atau 
kerjasama Pemerintah Dacrah dengan badan usaha untuk menghindari 
terjadinya kenaikan harga suaru barang kornoditas yang dilakukan melalui 
subsidi harga dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilnkukan 
secara insidcnlil. 

7. Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pernerintah Dacrah 
atau kerjasama Pemerintah Dacrah dengan badan usaha untuk menghmdari 
terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalur 
subsidi harga dengan sistcm droping a tau injeksi ke pasar-pasar. 

8. Subsidi adalah pernbayaran oleh Pcmcrintah Daerah untuk produsen, 
distributor dan/atau konsumen dengan tujuan unluk mengurangi harga jual 
kepada konsumen. 

9. Subsidi harga untuk kegiatan operasi pasar rnurah adalah subsidi yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerab kepada masyarakat yang bersumber dari 
APBD untuk kegiatan Pasar Murah atau Operasi Pasar Murah dengan tujuan 
menekan harga jual suatu komodilas. 

10. Subsidi, baban kebutuhan pokok masyarakat adalah subsidi yang diberikan 
kepada masyarakat untuk mendapalkan bahan kebutuhan pokok rnasyarakat 
dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

11. Penyedia barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
menyediakan barang komoditas ya.ng diperlukan untuk pelaksanaan kcgiatan 
Pasar Murab. 

• 

• 
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(I) Panitia Pcnyelenggara sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 3 ayal (I) berrugas 
merencanakan, mengawasi, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan 
Pasar Murah di tingkat kabupaten dan tingkat kecarnatan. 

(2) Dalam melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia 
Penyelcnggara mempunyai fungsi: 

a. penyusunan dan penerbitan Petunjuk Tcknls Pelaksanaan Kcgiatan Pasar 
Mu rah; 

b. pemilihan penyedia barang komodita.s unluk kegialan Pasar Murnh: 

c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pasar murah lingkat 
kabupaten dan tingkat kccamat.an; 

d. pengalokasian besaran subsidi harga dan subsidi bahan kcbutuhan 
pokok; 

e. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan pasar 
murah berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pernerinrah Daerah dan 
penyedia barang kornoditas; 

f. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pasar 
murah; 

g. pelaksanaan sosialisasi kegiatan pasar rnurah di tingkat kabupaten den 
tingkat kecamatan; 

h. penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim 
penjualan dan waktu pelaksanaan .kegiatan pasar murah; 

i. pemberitabuan/penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk 
kegiatan pasar murah kepada penyedia barang paling larnbat 1 (satu) hari 
sebelum pelaksanaan kegiatan; 

J. penyetoran basil penjualan barang komoditas kepada pcnyedia barang, 
paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan pasar rnurah; 

k. pembentukan tim verifikasi realisasi kcgiatan pasar murah guna 
mernverifikasi persyaratan dari penyedia barang untuk pengajuan 
pencairan dana subsidi kepada Sadan Pendapatan, Pengelolaan Kcuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap; 

Pasal 4 

(2) Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diselenggarakan dcngan 
memberikan subsidi harga atau subsidi bahan keburuhan pokok yang 
penyelenggaraannya dilakukan di lempat yang mudah dijangkau. 

(3) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 
dengan memberikan subsidi barge atau subsidi baban kebutuhan pokok yang 
penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem draping atau injek.si ke pasar­ 
pasar unruk mening.katkan suplai barang di pasar saat terjadi kenaikan 
harga. 

(4) Sasaran penyelenggaraan Pasar Murah sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
adalah masyarakat berpenghasilan rendah. 

• 

• 
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(I) Penetapan harga komoditas yang disediakan unruk kegiatan Pasar Murab 
dilakukan dengan cara harga penawaran dari penyedia barang komoditas 
setelah negosiasi dikurangi subsidi yang diberikan oleh penyelenggara. 

(2) Besaran subsidl sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. unruk beras sebesar Rp 4.000,- (cmpac ribu rupiah) per kilogram; 
b. untuk gula kristal putih sebesar Rp 4.000,- (cmpat ribu rupiah) per 

kilogram; dan 
c. untuk minyak gorcng sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter. 

(3) Harga kcmoditas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dituangkan dalam 
perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan penyedia barang. 

Pasal 7 

BAB VI 

BESARAN SUBSIDI, PENETAPAN HARGA, DAN KUPON 

(1) Subsidi harga dalam penyelenggaraan Pasar Murah bersumber dari APBD 
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017. 

(2) Pengalokasian subsidi barga sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan sesuai ketenruan peraiuran pcrundang-undangan. 

Pasal 6 

BABV 
$UMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIOJ 

Jenis komoditas yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah meliputi : 
a. beras C4 produksi dalam negeri; 

b. gula kristal putih bukan rafinasi; dan 

c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Stander Nasional 
Indonesia . 

Pasal 5 

BABIV 
JENI$ KOMOOJTAS 

I. penyediaan den pembagian kupon kepada sasaran kegiatan; den 
m. penyimpanan dokumen pelaksanaan kegialan Pasar Murah. 

• 

• 



Penycdia Barang kebucuhan pokok masyarakat mempunyai tugas 
rnerencanakan den menyiapkan bahan-bahan kebutuhao kegiatan 
perryelenggaraan Pasar Murah, meliputi : 

a. b-ras dengan kemasan 2 (dua) kilogram; 

Rrferensi Bank; 

surat pernyataan kesanggupan menyed.iakan dan menjual komoditas yang 
d.tetapkan di setiap lokasi kegiatan pasar murah; 

memiliki laporan audit kcuangan perusahaan scsuai keteniuan peraturan 
r,-nindang-undangan; 

rr.ernpunyai jaringan gudang di scluruh kecarnatan di wilayah Kabupaten 
Cilacap; 

mempunyai unit pengolahan gabah dun bcras; dan 
mempunyai persediaan rninyak goreng dan gula kristal putih. 

(3) 

a. 

• b . 

c. 

d. 
e 

r, 

g. 

h. 
i. 

(1) Setiap badan usaha atau perseorangan yang memcnuhi pcrsyaratan sebagai 
Penyedia Barang dapat mengajukan penawaran kcpada Panitia Pcnyelenggara. 

(2) Persyaratan Penyedia Barang scbagalmana dimaksud pada ayat (I), meliputi 
surar pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan; 

p 1ktA integritas: 

Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP); 

Pasal 9 

BAB VII 
f>J::RSYARATAN, TUGAS, DAN FUNGSI PENYEDIA BARANG 

• 

()) Panma pcnyelenggara menycdiakan instrumen )•ang digunakan dalam 
penyl'!enggaraan pasar murah dalam bentuk kupon. 

(2) Jeni<> kupon sebagaimnna dimaksud pada ayat ()) mcliputi: 

a. knpon warna kuning bcrlaku unruk 2 (dua) kilogram beras; 

b. k rpon warna biru bcrlaku unluk 2 (dua) kilogram gula kristal putlh; dan 

c. k.ipon warna merah berlaku unurk I (saru) lite; minyak gorcng. 
(3) Setia n kcpala keluarga sasaran kegialan pasar murah, paling banyak 

menc apatkan satu kupon warna kuning, satu kupon warna biru, dan saru 
kupon warna rnerah. 

(4) Kupon scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat bagi masyarakat 
dalarn melakukan pembelian barang kornoditas di pasar rnurah dengan harga 
yang telah disubsidi. 

Pasal 8 
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Anggaran belanja untuk subsidi dalarn kegiatan pasar murah dilaksanakan 
dengan m -ndasari pada DPA-PPKO. 

Pasal 11 

BAB IX 

PENATAUSAHAAN 

( I) Penyelc.:nggaraan kegiaran pasar murah dilaksanakan pada saat: 

a. rn- njelang dan pada bulan Ramadhan; 

• b. mr njelang hari bcsar keagamaan. 
(2) Penyelenggara rnelaksanakan kegiatan pasar murah kebutuhan dengan cara 

menjual langsung kepada rnasyarakat yang telah rnemiliki kupon sesuai harga 
yang ditetapkan. 

(3) Penvr J,·nggara rnenyetorkan hasil penjualan barang dalam kegiatan pasar 
muran kepada penycdia barang, paling lambat 3 (tiga) hari setclah 
pelaksanaan kegiatan pasar murah. 

Pasal 10 

BABVJll 

PELAKSANAAN OPERAS! PASAR MURAH 

e p ! iksanaan kcgiatan pasar murah; 
f p: 11g~antian barang-barang dalam kegiatan pasar murnh yang tidak 

s, "u..i1 kualitas dan kuantitas yang ditcntukan: 

• ~ p naantaranypengambilan sisa barang dalarn kegiatan pasar murah; dan 
h i: nagihan pembayaran kepada Sadan Pendapatan, Pcngelolaan Keuangan 

d n Aset Daerah Kabupaten Cilacap melalui panitia penyelenggara 
b-rdasarkan Serita Acara Serah Terima Barang Kegiatan pasar murah. 

b. gula pasir dengan kemasan 2 (dua) kilogram; dan 
c. rr in yak goreng dengan kernasan 1 [satu] liter. 

(4) Dala mclaksanakan tugas sebagarmana dimaksud pada ayai (2) Penyediu 
Bara 1,. mempunyai fungsi . 

a. pcrnbuatan surai jalan dan berita acara serah terima barang uniuk 
k giatan pasar rnurah kepada panitia penyclcnggara; 

b. i: ngusulan harga jual barang dalam kegiatan pasar murah: 

c p-rnanrauan dan perigawasan pasar murah; 

d. P' nerirnaan hasil setoran penjualan barang-barang dalam kegiatan pasar 
n urah, paling lambat 3 (uga) hari setelah pelaksanaan kegiaian pasar 
mu rah, 

.. 
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(1) Dalarn rangka perlanggungjawaban pelaksanaan APBD, pcnyedia barang 
dalarn kegiatan pasar murah wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan belanja subsidi kepada Kepala Bagian 
Perekonornian Sekretariat Daerah Kabupaten Cllacap, yang dilengkapi dengan 
bukti pengeluaran yang sah. 

Pasal 14 

BAB X 

PE:R'J'ANOGUNG,JAWABAN DAN PELAPORAN 

• ( I] Penc,liren belanja subsidi dilakukan dengan mekenisrnc pombnyaran 
lnng~ung (l,S) mclalui transfer uang dari l{ekening Pengcluaran Dacrah kl' 
rekening pcnyedia barang. 

(21 Penynluran dana bclanja subsidi sebagaimana dirnaksud pada ayal (1) 
dilen akapi dengan kuitansi bukti penerirnaan uang dan surat pernyataan 
mngi;i . .ngjawab belanja. 

Pasal 13 

c. 

• d. 

e. 
f. 

g. 
h. 

(I) Badan danj atau perseorangan yang dlurnjuk sebagas penyedia barang 
ditct, pkan dcngan KcpuLusw, Bupati. 

(21 Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pcncalran belanja subsidi 
kepada Bupali rnelalui Pcnyelenggara kegiaran pasar rnurah, 

(31 Pencniran belanja subsidi ditakukan oleh PPKD bcrdasarkan surar/ now 
permintaan penerbitan SSP dan SPM dari Penyelenggara kegietan pasnr 
rnurnh, 

(4) Sum /nola pe1·mintaan penerbitan SPP den SPM sebagaimana dlmaksud 
pads ,1yn1 (31 dilampiri: 

a. l<•·putuson Bupatl tentang Penycdia Barnng dalam Kegiatan Pasar Murah: 

b, nornor rekening bank penerima subsldl; 
p rkta imcgritas dari Penyedia Barung yang menyatakan bahwa belanja 
subsidl yang diter-ima akan digunakan scsuai dengan usulnn dan 
d tuangkan dalam beruuk Surat l'crnyuuian 'ranggungiawab Mutlak 
(HYfM); 

b,·rlia acnra peneliLian dan pemcriksaun pcrsyaratan administrn~1 
p ·nyaluran dana subsidi; 

t sulan pengajuan pencuiran dene substd] dari penyediu barang: 
si .llnan Keputusan Bu pa Li tentang Tim Verifikasi Usu Ian Dana Subsidi; 

h rail audli kcuangan terhadap pcnycdla barang; dan 

kuuansi atau tanda tcrirna lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturun 
p<-rundw,g-undangan. 

Pasal 12 
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(1) Penv -nggara melakukan monitoring dan evaluasi pclaksanaan kegiata 
pasa murah dan penggunaan belanja subsidi yang bcrsumbcr dari APBD 
Kabupaten Cilacap. 

12) Hasi, monitoring dan evaluasi sebagaunana dirnaksud ayac (I) disampaikan 
kcpa a Bupati dengan tcrnbusan kepada lnspekiur Kabupaten Cilacap. 

(3) Dalarn hal hasil monitoring dan cvaluasi sebagaimuna dlmaksud pada ayat (2) 
terd ,,..11 penggunaan belanja subsidi yang udak scsuai dengan usulan yang 
telal setujui, penyedia barang vang bcrsangkutun dikcnaknn sankst sesu.n 
l<etf'1 1 n peraturan pcrundang-undangan 

Pasal 15 • 
BABXI 

MONITORJNG DAN EVALUASI 

(2) Penv. dia barang dalaru kcgiatan pasar murah yang rncncrlma subsid berupa 
uang wajib menyampaikan Japoran penggunaan dana bclanja subsidi 
dima .sud kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariar 
Daer· ,h Kabupaten Cilacap. 

(3) Peny ·dia barang dalam kegiatan pasar murah bertanggungjawab secara formil 
dan ateriil atas penggunaan dana belanja subsidi yang diterimanya. 

(4) Peny, dia barang dalam kcgiatan pasar rnurah merupakan obyek perncriksaan 
sehu :1ga bukti-bukti pcngeluaran terkau dengan pelaksanaan kcgiatan 
disin pan olch penyedia barang yang bcrsangkutan. 

(5) Apab1la penggunaan belanja subsidi tcrdapat sisa pada akhir tahun, maka 
pene rna bclanja subsidi harus mclakukan pcnyetoran kc Kas Daerah 

(6) Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud ayru (I) disampaikan paling 
lamb.n tanggal 10 .Jarmari pada Tahun Anggaran berikutnva dcngan 

• dilampiri: 
a. usulan dari Penyedia Barang; 
b. K,•outusan Bupau I en Lang Penycdia Barang dalam Kegiatan Pasar Murah, 

c. b 1<U SP2D, bukti tranfer uang dan kuitansi bukti penerirnaan uang aias 
p mberian bclanja subsidi; 

d. p kia integrilas dari Pcnycdia Barang yang rnenyatakan bahwa belanja 
s rbsidi yang ditcrirna akan digunnkan scsuai dengan usulan dim 
d uangkan dalam benruk Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak 
(f PTM). 

. 



I CJ - - 
BIJ:RITA n \ERAH KABUPA .. E:'\ Cll.ACAP TAl!t.:N 2017 NOMOR 3 R 

'lUTAR,JO 

Diundangkan di Cilacap 

pada tang6al 
SEKRETAR!S OAERAH 

• 

O BUPATI CrLACAP, ~ 

Oitetapkan di Cilocap 

pada tanggaJ 2 1 FEB 2017 

Agar SCI lP orang mengctahumya, memcnnlabkan pcngundAngan Peraturan 
Bupali im dengan penernpatannya dalam Bento Daerah Kabupatcn Cilucap. • 
Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pado tanggal diundangkan. 

Pasal 17 

Pasal 16 

Pada saai Peraruran Bupan ini berlaku, make Pcraturan Bupati Cilacap Nomor 35 
Tahun 2(116 tentang Operas, Pasur Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat [Berna 
Daerah K rbupaten Cilacap Tabun 2016 Nomor 35) dicabut dan dinyatakun tldak 
bcrlaku. 

BAB XIl 

KETENTUAN PENUTUP 

 


